
.BUPAT] BARITO UTARA 

PROVINS! "l{ALlMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARlTO UTARA 

N0MOR ;i:6 TAHUN 2016 

TE:NTANG 

JAWR KOORDlNASI DOKUMEN PERIZINAN DAN NQNPERIZINAN 
D1 LINGKUNGAN PEMER[NTAH KABUPATEN BARJTO UTA.RA 

Menimba.ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN' ANO MAHA ESA 

BUPATI .BARITO UTARA 

.a. bahwa da.l:am rru:i.� menm�tkan pclayanart kepada 
masyarakat, den pelaku usaha di KaJbupaten Barito 
Uta:ra serta.. untuk mempermudah p,roses peJayanan. 
dengan mewujudkan pelayanan yang cepat, mud.eh, 

murah., transparan daJa;m pe�aksanaanya, rnaka perlu 

diatur mekanism j.alur ko,ordinas& proses perizinan dan 
nonperiz-inan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Barito Utara •ang ditandatanga_ni ,ol h Bupati Badto 
Utar-a; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana
dimak�md pad.a huruf a pedu menetapkan Pera.tu.nm
Bupati Barito Utara teutang .Jalur Koordinasi Dokumen
Perizman Dan Nonpe·rizinan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupa;ten Barito Utara;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ttmtang
Penetapan Undang-tJndang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tenteng P:embentukan Daerah Tingka n di
KaJinumtan (Lembaran Negara Riepublik [ndonesia.
Tahu.n 1953,. N•omor 9J sebagai Und:an.g-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun. l959
Norn.or 72 1 Tambahan l..embaran Negara Repuhlik
Indonesia Norn.or 1.8201 ~ sebagaim.ana telah b berapa
kali diubab terakhit dengan Undan,g-Undang Nomor 8
T.ahun 1965 tentang Pemb .ntukan Daerah Tin.gka.t II

Tanah I.aut j Dae.rah Tingkat JI Tap.in dan Daerah

l



Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pernbentllkan Daerah Tingkat TT di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 5 1, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbu kaan lnforrnasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te.ntang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4861); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Lebaran Negara Republik 
l.ndonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaya.na.n Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pena.naman Modal 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 
lzin Prinsip Penanaman Modal; 

14. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor lS Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Sarito Utara (.Lembara.n 
Daerah Kabupaten Sarito Utara Tahun 2008 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarito 
Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentaog 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

16. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pe:rizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Kepala 
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Menetapkan 

Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 
2013; 

17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Togas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara; 

18. Peratur.an Bupati Barito Utara Nomor 15 Tabun 2016 
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan 
Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada 
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarita Utara Dalam 
Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu. 

MEMOTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR KOORDINASI 
DOKUMEIN PERIZTNAN DAN NONPERlZlNAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARJTO 

UTARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 
2 . Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
3. Bupati adalab Bupati Barito Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito 
Utara Bidang Pemerintahan. 

8. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah 
Asisten Sekretaris Oaerah Kabupaten Barito Utara Bidang Ekonomi 
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. 

9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupateo 
Barito Utara Bidang Administrasi Umum. 

l.0. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjumya 
disingkat BPMPTSP adalah Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Piotu Kabupateo Barito Utara yang menyelenggarakan fungsi 
pelayanan terpadu perizinan dan Nonperizinan serta fungsi penanaman 

modal. 
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11. Kepala Sadan adalah. Kepala Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara. 

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha menanam modal 
yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh penanam 
modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang bertujuan untuk 
melakukan usaha di wilayah daerah.. 

13. Koordinasi adalah suatu proses pengaturan tata hubungan dari usaha 
bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian 
tujuan bersama 

14. Paraf Koordinasi adalah bentuk koordinasl dalam penyusunan naskah dinas 
berupa paraf dari satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan secara 
berjenjang untuk ikut bertanggung jawab karena tugas pokok dan 
fungsinya terkait naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang 
memiliki atau diberikan wewenang. 

15. Tim Teknis adalah para ahli dari instansi teknis yang membidangi suatu 
kegiatan dan bertugas untuk rnelakukan telaah serta penilaian dokumen 
terkaiat suatu usaha/kegiatan tertentu. 

16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. 
17. Nonperizinan adalah pernberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu , di luar perizinan. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman jalur 
koordinasi terhadap dokumen perizinan dan nonperizinan. 

(2) Dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana djmaksud pada ayat (I) 
adalah dokurnen yang ditandatangani oleh Bupati. 

BAB UI 
JENI$ PELAYANAN 

Pasal 3 

Jenis pelayanan. meliputi pelayanan perizinan dan nonpenzman yang 
ditandatangani Bupati sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati yang 
mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan 
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Sadan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
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BABlV 
JAL\JR KOORDlNASI 

Pasal 4 

{l) Perizinan dan nonperizinan yang !'Ilemerlukan tanda tangan Bupati secara 
teknis dikoordinasikan oleh BPMPTSP dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

{2) Koordinasi pengajuan dokumen berupa keputusan penzman yang 
ditandatangani Bupati, wajib dilakukan paraf koordinasi dari unsur 
BPMPTSP, unsur SKPD terkait, unsur Bagian Hukum dan Bagian 
Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. 

{3) Contoh paraf koordinasi pengajuan dokumen berupa keputusan yang 
ditandatangani Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdapat 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(4) Koordinasi pengajuan dokumen berupa rekomendasi nonperizinan yang 
ditandatangani Bupati, wajib dilakukan paraf koordinasi dari unsur 
BPMPTSP, unsur SKPD terkait, unsur Bagian Administrasi Perekonomian dao 
$umber Daya Alam Sekretariat Daerah. 

{5) Contoh paraf koordinasi pengajuan dokumen berupa rekomendasi 
nonperizinan yang ditandatangani Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) 
pasal ini terdapat dalam La.mpiran U Peraturan Bupati ini. 

(6) Rekomendasi nonperizinan sel:>agaimana dimaksud pada ayat {4) dalam ha! 
tertentu dapat dilakukan paraf koordinasi oleh Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah. 
{7) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kebijakan 

Bupati. 

Passi 5 

(1) Pengajuan dokumen penzman dan nonperi.zinan sebelum ditandatangani 
oleh Bupati terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Teknis; 

{2) Dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis wajib diparaf koordinasi 
terlebih dahuJu oleh pejabat yang bertanggungjawab karena tugas pokok dan 
fungsinya atau terkait dengan tugasnya; 

{3) Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) menggunakan jenis 
huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12; 

(4) Cap ParafKoordinasi menggunakan tinta berwarna ungu; 

Pasal 6 

Paraf koordinasi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya 

masing•masing. 

Pasal7 

Untuk pelaksanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diselesaikan dan 
dilaksanakan selama 7 {tajuh) hari kerja terhitung sejak permohonan berkas 
pe.rizinan dan nonperizinan dinya.takan lengkap dan benar, terkecuali diatur lain 

oleh Peraturan Perundang•undangan. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Diundang)mn di Muara Teweh 
pada tanggal .. t(,..,/!-!.t:!.l .. . 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN B -

Ditetapkan cli Muara Teweh 
pada tanggal l!IA.l/'-:'.l..2016 

BUP~UTARA, 

/~AH 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR ... ~-~ 

Salinan sesuai dengan aslinya 

K.EPALA BAGPiF HUKUM, 

FAKH~AUZI 
NlP. 19710921 199803 1 004 

-······· .. ··················••··•· 

-BAGIAN HUKUM 
'" !'.. , <:;EKDA 

ASISTEN Ji I.,, 
PEMERINTAIWI 

:<ABA<i HUIIUM 1 
KASUBBAG ·o ~ 
KONSEPTOR . . ) 
I ••••••• • •• . • 

PEIWU••-· J•WJS 
18,ERKAS 
i<-, ..... .... ,) 
I PtWi~A/l.\l l'tiw:111< 
: l. . ... .. .. . .. ) 
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LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
KOMOR ~o TAHUtf 2016 
TENTANG JALUR KOORDINASI DOKUMEN PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN DI Ll NGKU NGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BARITO UTARA 

COJITOH PAJUJ' KOORDlllASI PDGAJVAII DOKUKD BIIRVPA KBPVTllllAB PBIUZIJIAII TAIIG 
DITAIIDATAIIGAIII BUPATI 

t. Paraf Roordinasi pada Bad.an Penanaroan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Pint;u 

BPIIPTSP 

J.ABATAII 
PAJIAJ' 

TGL 

SBKDA 

lmPALA IIPIIPTSP 

811:KRBT ARIS 

KAlllD 

·····••·•·••·························· 
KASUBBID 

···································· 
PICLAKSAIIA 

·······················"''·''''''''' 
PICIIAIIGOUll'GJAWAB 
Kl!LUAJt IL\Stm IIURAT 

2. Pam£ Koord.inazi pada SK.PO Terkait : 

ll'AIIA SKPD T ICKJIIB 

J.ABATAII 
PAJIAJ' 

TOL 

811:KJIA 

KICPALABKPD 
TJCKBJB/KICPALA 
DlllAS/KEPALA IIADAII' 

· ······"···"' '"""'"'"'""'·•• 

BICKRJCTARIS 

KABID 

...................................... 
KASUBBID 

···········••·••·········· ··········· 
PBI.AKSAll'A 

····· ································ 
PDAIIGOUll'GJAW AB 
IULUAR JIAIIUK SURAT 
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3. Paraf Koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah : 

11.\0IAll H11KU11 

JAIIATAII PARAJ' 
TGL 

BEKDA 

ABIBTD PIUOtlUJIT AHA1!1 

KABAO. HOKUX 

KASUBBAG 

···············••·••················· 
PZLAKBAIIA 

...................................... 
PBIIAIIOOUIIOJAWAB 
KJCLUAR llASUK SURAT 

4. Paraf Koordinasi p..'°t.da Bagian Ad.mi.njstrasi Perckonomian dan Sumber Daya Alam 
~kretariat Oacrah : 

11.\0!All EXOJIOIII DAIi BDA 

.JAIIATAII 
PARAJ' 

TGL BAGIAN HUKVM 
BEKDA SEKDA v 

. 

ABIBTD P&IIIIAIIGUIIAII' 
DAIIKlt8RA 

...SISTEN I) 1-.-
PEMERINTAIIAN 

KAIIAG. BKOJIOIII a. SDA :1A6A'-i HUI< UM ~ 
KAIIUBB.\O KASUBBAG 0, ~ 
.... ................................ 
PSI.AKSAJIA 

KONSEPTOR 
( . ........... ) 

OOH 0 0 ♦ 0o0 ••00•000·0 000 • 0o o0.oo 0 o0 00 0.0•0 

PEIIAIIOOIIIIG.JAWAII 
KJCLUAR IIASUK SURAT 

p91,111GGUlili J/.Wl>B 
IIER«AS 
( ... ....... .. > 
P!l.NI.WAIP!lRlll( 
C . ... . ... . .. ) 

BtlPATI BARITO 'OT.ARA, 
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LAMPIRAN fl: 
PERATURAI'I BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR ~ TA.HUN 2016 
TENTANG JALUR KOORDINASI DOKUMEN PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN DI LJNGKUNGAN PEMERJNTAH 
KABUPATEN BARJTO UTARA 

COIITOB PAR.u KOORDIIIASI PDOAJVAII' DOKUIUJI IID'UPA REKOIIPDASI IIOIIPICRlZIIIAII YAll'G 
DITAll'DATAIIGAIII B'UPATl 

1, ParafKoordinasi padaBadan Penanam.ari Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu 

BPJIPTSP 

JAIIATAII 
PAR.u 

TGL 

SJ:KDA 

KEPALA BPJIPTBP 

SEKR.BTARIB 

IIABID 

····••·••·••····••·••··················· 
KASIIIIBID 

··•······•··························· 
PELAKBAJIA 

························••·••••········ 
PMAll'GGUBOJAWAB 
KJCLUAR JL\SUK BtJRAT 

2. Parat lCoord.in.bsi padtt SK.PD Terkail : 

IIAIIIA SKPD TDIIIB 

J AIIATAII 
PAR.u 

TOL 

BEKDA 

KBPALASXPD 
TICKJIIS/KBPALA 
DDIAS/KEPALA BADAi! 

··········••·••······················· 
BEKRBTARIS 

RABID 

00000000000H• 000,0004000,000000,000000 

KASUBBID 

····································· 
PELAK8All'A 

····················•···•············ 
PZ!fAll'GGUBGJAWAB 
KICLUAR JL\SUK SUBAT 
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3. Parat Koordinasi pad.a Bagjan Administrasi Pcrekonomian dan Sumber Daya Alam 
sekrecarial Datrah : 

IIAOIAII EKOIIOKI DAIi SDA 

JABATAII 

811:KDA 

ASISTB!I PBJIIJIAlfOITBAII' 
DAIi' Kll8RA 

KAIIAO, SKOIIOKI • BDA 

'KAS'lllUIAO 

..... ................................ 
PICLAXBAll'A 

.......................... .......... 
PBIIAlfOOITBOJAWAII 
KJILUAll llllABUK BUJlAT 

J AGIAN HUKUM 

;SEKDA 

' ASISTEN 
l'EMERINTAHAN ' 

KASUBBAG 

KONSEPTOR 
C ........ . . .. ) 

l'tll.lllGlilMIII JAWIB 
seMKA5 
( . ..... . ... .. ) 

: PEU/1~~ /llflllitfll( 
. '•· .... . .... .. ) 

PARA!t 
TOL 

BUPATI BARITO UT.ARA, 

~ .. 
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